
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Pernndang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah ~ t~ 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Besaran Dana Operasional Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga; 

BUPATI PURBALINGGA, 
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BUPATI PURBALINGGA 
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PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Purbalingga. 

2. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu 
daerah untuk menentukan kelompok kemampuan 
keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula 
sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan 
Komunikasi Intensif, Tujangan Reses, dan Dana 
Operasional Pimpinan DPRD. 

3. Dana operasional pimpinan DPRD adalah dana yang 
diberik.an setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk 
menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan 
representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna 
melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari- 
hari. I J. r __! IC., 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DANA 
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA. 

MEMUTUSKAN : 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679}; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administatif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 7 Nomor 105 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan 
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 
Nomor 48 ); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 1067); 

Menetapkan 



Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan 
azas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam rangka mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk 1 
keperluan pribadi, kelompok, dan/ a tau golongan. { cI (( 

Pasal 7 

Dalam hal terdapat sisa dana Operasional setelah pelaksanaan ketentuan 
pemberian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tidak digunakan sampai 
dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke 
rekening kas umum daerah paling lambat 31 Desember tahun anggaran 
berkenaan. 

Pasal 6 

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan 
da1am bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan dengan ketentuan : 
a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya 

atau disebut lumpsum; dan 
b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional 

lainnya. 

Pasal 5 

Besamya Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 setiap bulan untuk Ketua DPRD paling banyak 4(empat) kali uang 
representasi Ketua, dan Wakul Ketua DPRD 2,5 (dua koma lima) kali jumlah 
uang representasi Wakil Ketua DPRD. 

Pasal 4 

(1\ Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan 
dengan mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan 
daerah serta memperhatikan azas manfaat clan efisien dalam rangka 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD Kabupaten 
Purbalingga. 

(2) Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Purbalingga sesuai ketentuan 
Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan 
Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, termasuk dalam kelompok 
kemampuan keuangan daerah kategori sedang. 

Pasal 3 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Besaran Dana Operasional Pimpinan 
DPRD Kabupaten Purbalingga. 

Pasal 2 



DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 16 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

Pasal 9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati 
Purbalingga Nomor 6 Tahun 2018 ten tang Besaran Dana Operasional 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Purbalingga {Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 6} 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 8 


